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WALI KOTA SALATIGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA 
NOMOR 25 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SALATIGA  
TAHUN 2023-2043 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

WALI KOTA SALATIGA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak rakyat atas penyelenggaraan 
pelayanan air minum kepada masyarakat dengan 
mempertimbangkan pengelolaan sumber daya air dan tata 

ruang wilayah; 
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air 

minum yang berkualitas dan terjangkau yang didukung 
kebijakan dan strategi yang mempertimbangkan kondisi 

lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat; 
c. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Rencana Induk Sistem 

Penyediaan Air Minum Kota Salatiga Tahun 2023-2043; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2           

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023      

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

SALINAN 
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Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023      
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6867); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992      

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389); 
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional 
Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota 

Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga   

Nomor 6); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Salatiga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya 
disingkat SPAM adalah satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari 

prasarana dan sarana air minum. 
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5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat 
RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang  merupakan bagian atau 

tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan berdasarkan 
proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam 

beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-
dimensinya. 

6. Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang 
selanjutnya disebut Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan 
merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memlihara, 

merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan 
non fisik penyediaan air minum. 

7. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air 
tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu air minum. 

8. Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu 
baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam 
melakukan aktivitas mereka sehari-hari. 

9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan 
atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

langsung diminum. 
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang 
sehat, bersih, dan produktif. 

11. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut 

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, 
memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non-fisik 

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) 
dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum 

kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 
12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah 

tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan 

sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang 
berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian 

mengalirkannya melalui sungai utama ke laut. 
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 
14. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD 

yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. 

15. Perumda Air Minum Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat PDAM adalah 
Perumda Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

dan tidak terbagi atas saham. 
 

Pasal 2 
(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan 

penyelenggaraan program kegiatan penyediaan air minum dan memberikan 

arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi penyediaan air minum di Kota 
Salatiga. 

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: 
a. mewujudkan pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air 

Minum. 
b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas 

dengan harga yang terjangkau; dan 

c. mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk 
memperluas cakupan pelayanan Air Minum. 
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BAB II 

RISPAM TAHUN 2023-2043 
 

Pasal 3 
(1) RISPAM Kota Salatiga Tahun 2023-2043 disusun dengan tujuan 

memperoleh gambaran tentang kebutuhan air baku, alternatif sumber air 
baku, alternatif sarana dan prasarana pengolahan air minum, kelembagaan, 

rencana pembiayaan dan rencana perlindungan air baku sampai akhir tahun 
perencanaan. 

(2) RISPAM Kota Salatiga Tahun 2023-2043 disusun dengan memperhatikan: 

a. rencana pengelolaan sumber daya air; 
b. rencana tata ruang wilayah; 

c. kebijakan dan strategi pengembangan SPAM; 
d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah 

dan sekitarnya; dan 
e. kondisi keuangan Daerah. 

(3) RISPAM Kota Salatiga Tahun 2023-2043 digunakan sebagai dasar 

perencanaan penyediaan air minum yang dilayani oleh sistem perpipaan 
Perusahaan Daerah Air Minum dan non perpipaan dalam bentuk studi 

kelayakan dan/atau rencana teknis. 
 

Pasal 4 
RISPAM Kota Salatiga Tahun 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

BAB I :  Pendahuluan 
BAB II :  Gambaran Umum Kota Salatiga 

BAB III :  Kondisi SPAM Eksisting Kota Salatiga 
BAB IV :  Standar/Kriteria Perencanaan 

BAB V :  Proyeksi Kebutuhan Air 
BAB VI :  Potensi Air Baku 
BAB VII :  Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM 

BAB VIII :  Analisis Keuangan 
BAB IX :  Pengembangan Kelembagaan SPAM 

 
Pasal 5 

(1) RISPAM Kota Salatiga Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

(2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun 
sekali. 

 
BAB III 

MONITORING DAN EVALUASI 
 

Pasal 6 

(1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
RISPAM. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Monitoring: 

1. monitoring fisik meliputi unit air baku, unit produksi, distribusi dan 
unit pelayanan; dan  

2. monitoring non fisik meliputi keuangan, manajemen dan 
kelembagaan, hukum dan peran masyarakat.  
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b. Evaluasi: 
1. monitoring fisik meliputi unit air baku, unit produksi, distribusi dan 

unit pelayanan; dan 
2. monitoring non fisik meliputi karyawan, keuangan, kelembagaan, 

hukum dan peran masyarakat. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga. 

Ditetapkan di Kota Salatiga 
pada tanggal 23 Oktober 2023 

Pj. WALI KOTA SALATIGA, 

ttd 

SINOENG N. RACHMADI 

Diundangkan di Kota Salatiga 
pada tanggal 23 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SALATIGA, 

ttd 

WURI PUJIASTUTI 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 25 

Salinan Produk Hukum Daerah 
Sesuai Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARJAT DAERAH KOTA SALATIGA, 

ANDRIANI, S.H. 
Pembina Tk.I 
NIP. 19700430 199703 2 003 
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